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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Hasil dari penelitian pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan 

Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV di 

Kabupaten Cilacap dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk pembangunan Refinery Development Master Plan 

(RDMP) Refinery Unit (RU) IV Cilacap belum dilaksanakan dengan baik 

sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden 

Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum karena jangka waktu yang 

ditempuh pada tahap inventarisasi dan identifikasi penguasaan, 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  dan tahap pemberian 

ganti kerugian dalam pelaksanaan pengadaan untuk pembangunan 

Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) IV di 

Kabupaten Cilacap belum dilaksanakan sesuai waktu yang sudah 

ditentukan.  

2. Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery 

Unit (RU) IV Cilacap meliputi adanya beberapa pemegang hak milik atas 

tanah yang sedang berada diluar kota yang mengakibatkan belum dapat 
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ditemui. Hambatan selanjutnya terdapat pemegang hak atas tanah yang 

tidak memiliki alat bukti kepemilikan dan ditemukan ada beberapa alat 

bukti kepemilikan yang tidak sesuai dengan nama pemegang hak milik 

atas tanahnya yang biasanya pemegang hak milik atas tanah tidak 

melakukan balik nama dengan bukti kepemilikannya. Hambatan-

hambatan tersebut yang menyebabkan jangka waktu yang ditempuh 

menjadi lebih lama dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus 

dilakukan beberapa kali. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan penulis ingin 

menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada: 

1. Panitia Pengadaan Tanah untuk dapat melaksanakan musyawarah dengan 

menjelaskan secara rinci agar masyarakat dapat memahami dengan baik 

khususnya pada saat musyawarah mengenai besarnya nilai ganti kerugian 

karena masyarakat menganggap bahwa akan ada tawar-menawar 

mengenai besarnya nilai ganti kerugian tetapi pada kenyataannya 

hanyalah diputuskan oleh 1 pihak. 

2. Instansi yang memerlukan tanah yaitu PT. Pertamina (Persero) dan 

Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah agar dapat berkoordinasi dalam 

pelaksanaan pembayaran ganti kerugian supaya tidak terlalu lama dari 

saat terjadinya kesepakatan tentang bentuk ganti kerugian agar jangka 

waktu yang ditempuh sesuai dengan Undang-Undang. 
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3. Para pemegang hak milik atas tanah agar mendaftarkan tanahnya 

sehingga mempunyai alat bukti kepemilikan yang menjamin kepastian 

hukum dan melakukan balik nama setelah melakukan transaksi jual-beli 

ataupun warisan sehingga dikemudian hari akan lebih mudah dalam 

melakukan transaksi atas tanahnya. 

 










